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Nama Huruf Latin Nama
ﺍ alif Tidakdilambangkan tidak  dilambangkan
ﺏ ba b be
ﺕ ta t te
ﺙ ṡa ṡ es (dengan titik di  atas)
ﺝ jim j je
ﺡ ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah)
ﺥ kha kh ka dan ha
ﺩ dal d de
ﺫ żal ż zet (dengan titik di atas)
ﺭ ra r er
ﺯ zai z zet
ﺱ sin s es
ﺵ syin sy es dan ye
ﺹ ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ﺽ ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ﻁ ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ﻅ ẓa ẓ zet (dengan titk dibawah)
ﻉ ‘ain ‘ apostrof terbalik
xﻍ gain g ge
ﻑ fa f ef
ﻕ qaf q qi
ﻙ kaf k ka
ﻝ lam l el
ﻡ mim m em
ﻥ nun n en
ﻭ wau w we
ﻩ ha h ha
ﺀ hamzah , apostof
ﻱ ya y ye
Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda ( ̕ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
xi
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥahdan yā’ ai a dan i
fatḥah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan






..... | َا َى fatḥahdan alifatauyā’ ā a dan garis diatas
ى kasrah danyā’ i i dan garis diatas
ḍammahdan wau ū u dan garis diatas
4. Tā’Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau
mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
xii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini
dilambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi
tanda syaddah.
Jika huruf ﻯber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah(ﻰِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi
(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf اﻝ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
xiii
Misalnya kata Al-Qur’an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.
Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
9. Lafẓal-Jalālah(ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-
Jalālahditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).
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ABSTRAK
Nama : Baso Kifliansyah
Nim : 10100114060
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah di Desa
Lakatong Kecamatan Mangarabombang
Pokok masalah penelitian ini adalah : bagaimana analisis yuridis terhadap
sengketa tanah di desa lakatong kecamatan mangarabombang ?., pokok masalah
tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam dua submasalah atau tujuan penelitian,
yaitu: 1) bagaimana proses pembuktian dalam obyek Sengketa tanah?, 2) bagaimana
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya? .
Jenis penelitian ini tergolong Field Research, penelitian yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis
data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa status tanah dalam perkara
antara Nurlina Dg Mene dengan Muhammad Ali ialah merupakan tanah warisan yang
dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Kemudian, Dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah menimbang, bahwa sesuai
dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971
yang pada pokoknya menerangkan bahwa :“ bukti-bukti surat yang diajukan oleh
penggugat di dalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti
sebaliknya merupakan bukti yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan
penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”.
Penelitian ini memiliki Implikasi ketika terjadi suatu perjanjian antar pihak
tidak hanya diucapkan secara lisan. Namun, seharusnya dibuat perjanjian tertulis
disetujui dan disahkan oleh pejabat setempat sehingga dapat dijadikan sebagai bukti
otentik dalam hal pembuktian dan pertanggung jawaban. Kemudian, pihak yang
seharusnya dijadikan sebagai tergugat adalah semua ahli waris Mannarai B Bagenda
yang masih hidup dan pihak yang dijadikan sebagai penggugat ialah semua ahli waris
dari Samsu B Peleng. Selanjutnya, tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas dan
luas yang tercantum dalam gugatan. Maka berdasarkan hal ini putusan Pengadilan
Tingkat Pertama No.05/PDT.G/2017/PN.TKA sangat beralasan hukum untuk
dibatalkan pada Pengadilan Tingkat Tinggi dan gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Verkelijh Verkelaard).
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sengketa tanah merupakan hal yang sering kita lihat dalam hukum acara
perdata Indonesia. Masalah-masalah tanah sekarang menunjukkan kecenderungan
konflik yang semakin kompleks. Masalah pertanahan di Indonesia merupakan
persoalan hukum dan persoalan kemasyarakatan yang penting oleh karena sering kali
merupakan sumber konflik di dalam masyarakat maupun konflik antara kelompok-
kelompok warga masyarakat dengan pemerintah1.
Menurut A. Amang, S.H,.Sengketa tanah yang sering terjadi saat ini biasanya
menyangkut kepastian hukum hak atas tanah. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan
penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat dan semakin padat
penduduknya, maka akan menambah pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah
itu bagi pemiliknya. Akan tetapi, yang banyak terjadi beberapa masyarakat yang
diberi izin tinggal sementara untuk menumpang dalam suatu obyek tanah.
Memanfaatkan hal itu untuk masuk menguasai dan menempati obyek tanah tersebut.
Yang kemudian beritikat buruk secara diam-diam mengurus dan membuat surat
kepemilikan tanah untuk keuntungan pribadinya, seperti halnya yang terjadi di Desa
Lakatong Kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar antara Muhammad Ali
melawan Nurlina Dg Mene. Kedua belah pihak ini sama-sama menyatakan bahwa
1 Abdurrahman dan Sukmawati Arie, Tanya-Jawab Masalah Pertanahan (Jakarta: PT. Sinar
Agape Press, 1985), h.9.
1
2pihak lawanlah yang diberi izin secara lisan untuk menumpang di obyek tanah
tersebut2 .
Timbulnya beberapa bukti dalam suatu obyek sengketa yang sama membuat
sengketa tanah di indonesia ini semakin banyak terjadi.  Seperti sengketa tanah yang
terjadi di Desa Lakatong Kecamatan Mengarabombang  Kabupaten Takalar antara
Muhammad Ali melawan Nurlina Dg Mene, namun kedua belah pihak ini sama-sama
mempunyai bukti dalam suatu obyek tanah yang sama.
Yang menariknya lagi dalam kasus ini Nurlina Dg Mene mempunyai bukti
Surat Rincik No. 290 CI Persil 8 seluas 75 are (7500 m) dan SPPT Pajak Bumi
Bangunan atas nama Mannarai Dg Rewa (kakek Nurlina Dg Mene)  yang terletak di
Kapurengeng Desa Lakatong, Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar
Sedangkan Muhammad Ali mempunyai bukti Rincik persil No. 8a D1 Kohir 30
dengan luas 10 are dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan
atas nama Samsu B, Peleng (ayah Muhammad Ali) yang sebagian luas tanah tersebut.
Masuk dalam obyek tanah yang  dimiliki  oleh  Mannarai Dg Rewa kakek dari
Nurlina Dg Mene. Sehingga inilah yang menjadi penyebab sengketa tanah ini
semakin rumit dalam membuktikan siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.
Menurut Aminullah, S.Hi. Sengketa tanah yang terjadi ini disebabkan oleh
beberapa faktor seperti terlalu cintanya terhadap kehidupan dunia untuk mendapatkan
harta sehingga menimbulkan tidakadanya rasa puas terhadap apa yang sudah dimiliki.
Karena, tidak adanya rasa puas itu maka bisa saja apapun caranya untuk mendapatkan
harta dia akan lakukan. Bahkan bisa saja mereka mencari dan memakan harta secara
2 A. Amang, S.H., Penasihat Hukum, Wawancara, Makassar, 20 Januari 2017.
3bathil (tidak benar).Hal ini telah diatur dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah
berfirman dalam Qs. An-Nisa/4:29.3
 ًَةﺮَﺎِﺠﺘ َﻦﻮُﻜَﺘ ْﻦأ ﱠِﻻا ِﻞِﻄﺎَْﺒﻠ ِﺎﺒ ﻢُﻜَﻨْﯿَﺒ ْﻢُﻜَﻠاَﻮْﻤَا اوﻠُﻜﺄﺘَﻻ اوَُﻨﻤٰا َﻦْﯿِﺬّﻠاَﺎﮭَُّﯿ ٰﺎﯿ
 ۚ ْﻢﻜِّْﻧﻤ ٍﺾاَﺮَﺘ ْﻦَﻋ) ﺎ ًﻤﯿﺣ َر ﻢُﻜﺑ َ نﺎ َﻛ ﷲ َ نا ْ ﻢ ُﻜ َُﺴﻔَْﻧا ا ْ ُﻮُﻠﺘَْﻘَﺗﻻ َ و٢٩(
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”4.
Untuk terciptnya kepastian hukum hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia
maka diperlukan pelaksanaan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sangat penting
bagi pemegang hak atas tanah. Dalam Undang-UndangRepublik Indonesia No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa:
"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka harus diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah".5
3 Aminullah, S.Hi., Guru PesantrenMadaniTakalar, Wawancara, Takalar, 19 Januari 2017.
4 Departemen Agama RI. Al-Qur;an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Jumatul ‘Ali, Seuntai
Mutiara Yang Maha Luhur, 2004), h.75.
5 Harsono Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah
(Jakarta : Djambatan, 1980), h.11.
4Pendaftaran tersebut dalam Undang-UndangRepublik Indonesia No. 5 Tahun
1960 ayat 1 pasal ini meliputi:
1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
3. pemberian surat-surat tanda bukti-bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat6.
Atas dasar pemikiran tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti
lebih lanjut tentang permasalahan mengenai kasus sengketa tanah di Desa Lakatong
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”  dan akan menuangkannya
kedalam bentuk Karya Ilmiah (Skripsi) sebagai tugas akhir dari perguruan tinggi
Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar Fakultas Syari’ah dan Hukum lebih
khususnya jurusan Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan dengan judul “Analisis
Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan di Desa Lakatong Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar”
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi  Fokus
Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Tanah Warisan di
Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”. Masalah ini akan
dijelaskan sebagai langkah awal penulis agar pembaca nantinya lebih memahami
secara jelas masalah yang dimaksud untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap
kata  yang mengandung pengertian lebih dari satu, maka penulis memberikan batasan
pengertian yang dianggap perlu dalam judul diatas.
6 Harsono Boedi. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.
h.11.
51. Analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya ( sebab-musabab, dan duduk perkaranya)
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum, bantuan-bantuan hukum
(diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan).
3. “Sengketa” di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang
menyebabkan perbedaan pendapat atau pertentangan,7 jadi yang dimaksud
sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-
individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.
4. “Tanah” yang dimaksud dalam tulisan ini suatu area / wilayah yang
merupakan daerah daratan ataupun lapisan bumi yang dapat ditempati dan
digunakan bagi kepentingan pemiliknya. Menurut Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA) tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria bahwa pengertian
tertera pada Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yaitu tanah
maksudnya adalah pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.8
5. Warisan adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang
telah meninggal. 9
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV,(Jakarta: PT
Gramedia Pustaka, 2008), h 1315.
8 Republik Indonesia, Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok AgrariaPasal 1
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1556.
66. Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara  dua orang atau lebih yang
sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah  yang dapat
mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.10
Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan analisis terhadap sengketa tanah adalah penelitian suatu peristiwa
atau kejadian hukum dimana salah seorang masyarakat akan membuktikan hak milik
atas tanah  untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak milik tanah tersebut.
Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari
skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian
sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam
penulisan skripsi ini adalah bagimanakah dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusannya terhadap sengketa tanah tersebut.
C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan pokok masalah yaitu “
Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan di Desa Lakatong
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar “, yang dibagi dalam sub masalah
yaitu :
1. Bagaimanakah Proses pembuktian dalam obyek Sengketa tanah?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusannya?
10 Sumardjono, Maria SW “Mediasi Sengketa Tanah” (Jakarta :Buku Kompas, 2009), h.29.
7D. Kajian Pustaka
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi,
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang
terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya
dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa
pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi,
penulis menemukan sejumlah buku maupun jurna-jurnal yang berkaitan dengan judul
skripsi yang akan diteliti, yaitu :
1. Urip Santoso, S.H., "Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah", 2010. Buku
ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para
Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang ketentuan
umum pendaftaran tanah, obyek yang menjadi subyek pendaftaran, sertifikat
sebagai tanda bukti, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang peralihan
dan pembebanan hak tanggungan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun.
2. G. Kartasapoetra. "Masalah Pertanahan di Indonesia", 1992. Buku ini antara
lain mengemukakan beberapa prosedur yang berkaitan dengan pemerintah hak
atas tanah Negara, pencabutan hak atas tanah, dan pembebasan hak atas tanah,
dengan maksud agar pihak-pihak yang ingin mengukuhkan hak atas tanah dan
yang berkepentingan atas sebidang tanah guna pembangunan fisik proyek-
proyek yang telah direncanakan demi kepentingan umum, maksud-maksdunya
dapat tercapai tanpa mengalami hambatan.
83. Prof. Boedi Harsono. "Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-
peraturan Hukum Tanah)", 1980. Buku ini menjelaskan tentang himpunan
peraturan-peraturan hokum tanah yang terdiri dari Undang-undang Pokok
Agraria, Peraturan-peraturan Mengenai Konversi, Pendaftaran tanah,
Permohonan dan Pemberian Hak, Perkebunan, Pembebasan Hak dan
pencabutan Hak atas Tanah, dan Landreform.
4. Sudaryo Soimin, S.H. "Status Hak dan Pembebasan Tanah",  1994. Buku ini
menjelaskan berbagai masalah hukum tanah yang dipandang dari aspek
hukum yang perlu dikaji dalam rangka melindungi hak atas tanah. Karena,
dari berbagai masalah hukum, hukum tanah banyak menyentuh hajat hidup,
yaitu para petani di pedasaan, disebabkan Negara kita yang bersifat agraris,
namun demikian hak atas tanah menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960
(Undang-undang PokokAgraria) yang mempunyai fungsi sosial, sehingga
kepemilikan hak atas tanah demi kepentingan umum dapat dicabut
Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang
sengketa tanah, baik berupa buku, dan skripsi, sejauh ini penyusun belum
menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai “Sengketa Tanah
di Desa Lakatong Kecamanatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam obyek sengketa tanah
92. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya
Sedangkan terkait kegunaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
dan bermanfaat sebagai:
1. Media pengetahuan atau sebagai wadah yang dapat digunakan untuk
menambah wawasan baru bagi mahasiswa / mahasiswi yang ingin mengkaji
atau mendalami hukum perdata dalam hal sengketa tanah.
2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah
dan Hukum Univeristas Islam Alauudin Makassar, dan juga menambah
pengetahuan dan pengalaman penulis agar mengembangkan ilmu yang telah
di peroleh.
3. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum bagi para
akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya
mahasiswa dibidang perdata dalam kaitannnya dengan sengeketa tanah di
Desa Lakatong Kecamatan Mengarabombang.
4. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang-undang serta praktek
penerapan Undang-undang dan aturan lainnya dalam rangka penegakan





A. Tinjauan Umum Sengketa Pertanahan
1. Pengertian tanah
Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 4
Ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang
dapat diberikan dan dapat pula dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” 1
Pengertian tanah dengan permukaan bumi seperti itu juga diatur dalam
penjelasan pasal Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa yang dimaksud dengan tanah ialah permukaan bumi.2
Pengertian tanah dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya dirumuskan:3
a. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara
b. Tanah yang tidak dikuasai oleh negara yang dipunyai dengan sesuatu hak
oleh perorangan atau badan hukum.
2. Pengertian Hak Atas Tanah
1 Harsono Soni, Undang-undang Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.6.
2 H.Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan (Bandung: Kencana.,
2009), h. 26.
3 H.Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, h. 27.
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Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 4 ayat (1) dan (2)Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) tertulis bahwa :
“Atas dasar menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas
tanah yang dapat diberikandan dipunyai baik secara sendirian maupun secara
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah-tanah yang bersangkutan
sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”4
Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Pokok
Agraria(UUPA), dengan jelas tertulis macam-macam hak atas tanah yang dapat
dimiliki baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Hak atas
tersebut adalah :
a. Hak milik
Dalam Undang-undang Pokok Agraria, pengertian akan hak milik yang
dirumuskan di  dalam Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang
disebutkan dalam ayat 1 tertulis bahwa :
“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat
dipunyai orang atas tanah: ayat 2, milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain.5 yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal
6.”  Hak milik itu sendiri berdasarkan Ayat (2) dari pasal ini menyatakan bahwa hak
milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 6
4 Harsono Soni, Undang-undang Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.6.
5 Sudaryo Soimun, Status Hak dan Pembebasan Tanah ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 1.
6 Harsono Soni, Undang-undang Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.9.
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b. Hak guna usaha
Hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 28
menyatakan bahwa :
“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 guna
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.”7
Apabila pemegang hak guna usaha dapat memelihara, memanfaatkan
tanahnya dengan baik, kepadanya diberi kesempatan untuk melakukan usaha di atas
tanahnya itu untuk selama 25 sampai 35 tahun dan kemungkinan dapat diperpanjang
dengan 25 tahun lagi, tentunya hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah
dengan catatan bahwa tanah itu dimanfaatkan untuk perkebunan karet, kelapa sawit,
kina, dan lain sebagainya.8 Jadi hak guna usaha dalam hal ini hanya semata-mata
diperuntukkan bagi suatu kegiatan produksi tertentu serta mempunyai batas waktu
tertentu dalam pengolahannya.
c. Hak guna bangunan
Dalam Undang-Undang Republik  Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 35 Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) mengatur tentang hak guna bangunan yang menyatakan
bahwa :
7 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), h.14.
8 G. Kartasapoetra. Masalah Pertanahan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta), h. 8.
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“Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memperoleh
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun.”9
Hak guna bangunan berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa
hanya diperuntukkan dalam hal mendirikan dan mempunyai bangunan.Mendirikan
berarti membuat bangunan baru atau membeli bangunan yang berdiri di atas hak guna
bangunan.
d. Hak pakai
Pengertian hak pakai menurut Undang-Undang Republik  Indonesia No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 41 Undang-undang
Pokok Agraria(UUPA) adalah sebagai berikut :
“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-
undang ini.” 10
Ketentuan pasal  di atas menjelaskan bahwa setiap orang diberikan wewenang
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan baik secara cuma-cuma dengan
pembayaran ataupun dengan pemberian berupa jasa akan tetapi tidak bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia ( Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), h.16.
10 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, h.17-18.
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e. Hak sewa
Hak sewa dalamUndang-undang Pokok Agraria (UUPA) secara tegas diatur
dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :
“Seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah, apabila
ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.”
Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Pembayaran
sewa dapat dilakukan :
1. Satu kali atau pada tiap waktu-waktu tertentu.
2. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai
syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.Mengenai prosedur untuk
memperoleh hak sewa tersebut harus melalui suatu perjanjian yang dibuat di
hadapkan notaris atau camat setempat sehingga memiliki dasar hukum.11
f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia dan diatur dalam peraturan pemerintah.Dengan
mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya
diperoleh hak milik atas tanah itu.Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 46 Ayat (1) dan (2).
11 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia. h. 19.
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g. Hak-hak yang sifatnya sementara
Adapun mengenai hak-hak yang diberi sifat sementara oleh Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) dimaksudkan bahwa suatu ketika hak-hak tersebut akan
ditiadakan sebagai lembaga-lembaga hukum karenaUndang-undang Pokok Agraria
(UUPA) menganggapnya tidak sesuai dengan asas-asas hukum agraria terutama
mengenai dicegahnya tindak pemerasan. Hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak
sewa tanah pertanian adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada yang
mempunyai tanah untuk menguasai dan mengusahakan tanah kepunyaan orang lain.12
Selanjutnya, berbicara tentang hak dalam buku dengan judul Indonesian Adat
Law , Van Vollenhoven menyatakan bahwa:
“the right of avail… appiles when an indigenous jural community, whether
territorial (municipality, self-governing chiefdom) of genealogical (family, lineage,
clan), claims to have withing certain area the exclusive right  to avail itself of the
land. In general, the manifestations of this right are six: first, the community and its
members may freely exploit any virgin land within this area (e.g. clearing it for
agriculture, founding a village, gathering forest produce) ; secondly, outsiders may do
these thing only with the community’s permission, and commit an ofference (maling
utan) without this; thirdly outsiders, and sometimes even members, must pay some
compensation (sewa, bumi, etc.) or tribute (ulu taon) for such exploitation; fourthly,
the community retains to a greater or lesser extent some control over cultivated lands
within this area; fifthly, it is held liable for unaccountable delicts within the area (e.g.
when the perpetrators remain undetected); sixthly – and this is not the least
remarkable feature of the right of avail-it cannot be permanently alienated” 13
12 Ray Pratama. “Hak Atas Tanah,” Blog Ray Pratama. http://raypratama.blogspot.com 2017/
01/hak-atas-tanah.html (25 Januari 2017).
13 J.F Holleman. Van Vollenhoven Indonesian Adat Law (Springer-Science:business media,
1981), h. 36.
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3. Pengertian Sengketa Pertanahan
Sengketa pertanahan terdiri dari dua suku kata, yaitu sengketa dan
pertanahan.Pengertian tanah telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.Sedangkan
sengketa sering dihubungkan dengan kata konflik.
Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertengkaran, perbantahan; pertikaian, perselisihan; Perkara (dalam pengadilan).
Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat
subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok.
Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest.
Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak
kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama,
selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan
perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan
dengan sengketa.14
Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang berbunyi :
“sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :
1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian hak atas tanah;
14 Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 34.
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3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharaannya dan penerbitan tanda
bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan
Nasional.”
Jadi, pada hakikatnya sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan
kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa,
sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan
hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya.15
Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha
Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah),
ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.Kasus pertanahan dapat berupa
permasatanah status tanah, masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang
menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Sengketa pertanahan dirumuskan
dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya
disebut PMNA/KBPN 1/1999, yaitu :
“Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan
suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan
dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa
mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh
status hukum tanah tersebut.”
15 Jamaluddin, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” Blog Jamaluddin.
http://fiaji.blogspot.com/2017/01/penyelesaiansengketapertanahanfias. html (25 Januari 2017).
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Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara
dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk
penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui
musyawarah atau melalui pengadilan. Sifat permasatanah dari suatu sengketa ada
beberapa macam:
a. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai
pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang
belum ada haknya.
b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan
sebagai dasar pemberian hak.
c. Kekeliruan/kesatanah pemberian hak yang disebabkan penerapan
peraturan yang kurang/tidak benar.
d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis
(bersifat strategis).
4. Penyebab Terjadinya Sengketa  Pertanahan (tanah)








g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;
i. Keadaan yang tidak terduga.
Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada tiga
hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :
a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah
ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat
masing-masing.
b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan
dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun
bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi,
politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya
petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan
distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung
kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan
petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal
dengan harga murah.
c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti
formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.
Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat
dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya
dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu
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saja.Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata
persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus
segera dicarikan solusinya, karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya
konflik antar ras, suku dan agama.Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.
Menurut Saidin, bahwa pada catatan statistik pengadilan di Indonesia, kasus-
kasus sengketa pertanahan di peradilan formal menempati urutan pertama bila
dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Masalah sengketa tanah tidak akan ada
habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia.
Faktor penyebab dari konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan
ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi
yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh
negara, inkonsistensi, dan ketidak sinkronisasian antara undang-undang dengan
kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan
pada era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan
(pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan
hak ulayat dan masyarakat hukum adatdalam sistem perundang-undangan agraria.
Menurut Rusmadi Murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari
pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan
tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan. Faktor penyebab munculnya permasatanah tentang kasus sengketa tanah
antara lain Harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang
semakin sadar dan peduli akan kepentingan dan haknya, iklim keterbukaan yang
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digariskan pemerintah.16 Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan
meliputi pokok persoalan yang berkaitan dengan :
a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah.
b. Keabsahan suatu hak atas tanah.
c. Prosedur pemberian hak atas tanah.
d. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya.17
5. Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan penyelesaian
kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui
Badan Pertanahan Nasional, solusi di luar peradilan (non litigasi), dan solusi melalui
badan peradilan (litigasi). Solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui
cara berikut ini :
a. Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari
masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap
suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh
Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta
keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang
tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian
secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang
16 Http://fiaji.blogspot.com/2017/01/penyelesaiansengketapertanahanfias.html. Op.Cit.
17 Dery Setiawan, “Makalah Sengketa Tanah,” Blog Dery Setiawan.http://derry.blogspot.
com /2017/01/makalah-sengketa-tanah_26.html.  (26 Januari 2017)
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berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat/Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kasus
pertanahan meliputi beberapa macam antara lain mengenai masalah status tanah,
masalah kepemilikan, masalah bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian
hak dan sebagainya.
Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional
untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat di pertemukan pihak-pihak yang
bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah.
Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di
dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati
pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara
musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis,
yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya
sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di
hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam
penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan
tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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3. Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di
Bidang Pertanahan.
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No
3 Tahun 1999.
5. Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
b. Solusi di luar pengadilan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi sengketa
pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga
pengadilan.Namun dengan lamanya proses pengadilan serta mahalnya biaya yang
harus dikeluarkan oleh para pihak, mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain
yang lebih efektif dan efisisen dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar
pengadilan. Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan
yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif Dispute
Resolution (ADR). Namun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
menggunakan lembaga Alternatif Dispute Resolution (ADR) di bidang pertanahan
berdasarkan dua alasan, yaitu di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di muka
pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para
pihak (Pasal 130 HIR), serta secara eksplisit cara penyelesaian masalah berkenaan
dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah
diupayakan melalui jalur musyawarah.
Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut, alternatif
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penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
Adapun karakteristik daripada Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
1. Privat sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak);
2. Kooperatif; tidak agresif/bermusuhan dan tegang;
3. Fleksibel dan tidak formal/kaku;
4. Kreatif;
5. Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka
miliki;
6. Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik.
c. Solusi melalui badan peradilan (litigasi)
Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang
bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari
Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang
bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Kemudian apabila
sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan
pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang telah
diputuskan tersebut di atas.
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Adapun karakteristik daripada penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan,
yaitu :
1. Prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara);
2. Para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi, dan
pengajuan alat bukti;
3. Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan para pihak dan
keahliannya bersifat umum;
4. Prosesnya bersifat terbuka / transparan;
5. Hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan/pandangan
hakim.
B. Tinjaun Umum Pengaturan Hak Atas Tanah
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pokok
Agraria (UUPA), yaitu:
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”18
Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu:
“hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini member wewenang untuk
menggunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh  bumi dan air dan ruang
yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
18 Harsono Soni, Undang-undang Agraria (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.6.
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berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.19
wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan
mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya
penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas
tanah, misalnya di atas tanah didirikan pemancar.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai
hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diyakinya. Kata
“menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk
kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Kata
“mengambil manfaat” mengandung bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.20
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang
hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu:21
a. Wewenang Umum
Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga bumi, air, dan ruang yang
ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang No. 5 tahun
19 Harsono Soni, Undang-undang Agraria), h.6
20 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah,(Jakarta : Kencana, 2010), h.49
21 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, h. 49.
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1960 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi
b. Wewenang Khusus
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya,
misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian
dan mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah
menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah
yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan
hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan
perkebunan.
Peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur hak atas tanah,
antara lain, yaitu22:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun.
22 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. h.50
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c. Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
berkedudukan di Indonesia.
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
j. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
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k. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
C. Tinjaun Umum Ketentuan Hak Atas Tanah
Macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) dan pasal 53 uupa dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:23
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada
atau berlaku selama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) masih berlaku
atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.Macam hak atas tanah
ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa
untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan denganundang-undang yaitu hak atas
tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Macam hak atas tanah ini belum ada.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah yang sifatnya
sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan
mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal, dan bertentangan
dengan jiwaUndang-undang Pokok Agraria (UUPA).
23 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.
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Berdasarkan tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:
1. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari
tanah Negara.Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan atas tanah Negara, dan hak pakai atas tanah
Negara.
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari
tanah pihak lain.Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan
atas tanah hak pengelolaan, hakguna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai
atas tanah pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk
bangunan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa
tanah pertanian.
Ada 2 cara perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum untuk
pertama kalinya, yaitu:24
1. Hak atas tanah yang diperoleh secara originail, yaitu hak atas tanah diperoleh
seseorang atau badan hukum untuk pertama kalinya.
Macam-macam hak atas tanah ini, adalah:
a. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai yang terjadi
atas tanah Negara.
b. Hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai yang berasal dari tanah hak
pengelolaan.
c. Hak milik yang diperoleh dari perubahan hak guna bangunan
d. Hak guna bangunan yang diperoleh dari perubahan hak milik.
24 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, h. 53.
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e. Hak milik yang terjadi menurut hukm adat.
f. Hak milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari eks tanah milik adat
2. Hak atas tanah yang diperoleh secara derivative, yaitu hak atas tanah yang
diperoleh seseorang atau badan hukum secara turunan dari hak atas tanah
yang dimiliki atau dikuasai pihak lain.
Macam-macam hak atas tanah ini, adalah:
a. Seseorang atau badan hukum membeli tanah  / mendapatkan hibah tanah
hak pihak lain.
b. Seseorang atau badan hukum melakukan tukar-menukar tanah hak dengan
pihak lain.
c. Seseorang mendapatkan warisan berupa tanah hak dari orang tuanya
d. Seseorang atau badan memperoleh tanah hak melalui lelang. Subjek hak
atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas
tanah, adalah:
1. Perseorangan
a. Perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama warga Negara
Indonesia
b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
2. Badan hukum
a. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintah daerah,
perseorangan terbatas, yayasan.
b. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, misalnya




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mencari dan
menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat
dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah mengenai
hukum.1 Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai
adalah penelitian Field Research Kualitatif. Penelitian lapangan dan penelitian
empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di
tempat penelitian.2 Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang masalah
Sengketa Tanah. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan
peneletian dalam rangka penyusunan skripsi. Adapun lokasi penelitian berlangsung di
Pengadilan Negeri Takalar.
B. PendekatanPenelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis  normatif yang di dukung dengan penelitian lapangan. Secarasederhana,
yuridisberartisesuaihukum, secara dan menuruthukum.3 Penelitian hukum normative
adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-
1 M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja GarfindoPersada,
2007), h. 21
2 Muhammad Naszir, Metode Penelitian, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998 ), h. 63
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (Jakarta
: PT. Gramedia, 2012), h. 1567.
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Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum
sumbernya.4
Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini
tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah
penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait
dengan pemasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di
Pengadilan Negeri Takalar. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu
wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang memiliki
hubungan dengan permasalahan yang ada .
C. Sumber Data
Dalam proses penelitianini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang
terdiri atas :
1. Data Primer
Sumber data primer adalah data-data yang berupa observasi (pengamatan),
wawancara mendalam dan dokumen yang diperoleh secara langsung dari
lapangan mengenai sengketa tanah.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dan di pertimbangkan sebagai
acuan penelitian. Penelitian ini memperhatikan materi penelitian yang
dijadikan pokok pembahasan dengan menentukan indentifikasi. Adapun
materi penelitian yang dapat disajikan, sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2001), h. 14.
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Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960
tentangperaturanDasar pokok-pokok Agraria (UUPA).
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hokum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat
dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan
hukum primer, yang terdiri dari :
1. Buku-buku mengenai hukum Acara Perdata
2. Hasil-hasil penelitian hukum
3. Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum
Bahan sekunder pada penelitian ini diperoleh dari referensi / kepustakaan
yang berkaitan dengan sengketa tanah.
D. MetodePengumpulan Data
Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:
1. Wawancara
Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang
diperoleh sebelumnya. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara
terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebutkan juga
wawancara buku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan
pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak
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terstruktur disebut juga dengan wawan cara mendalam, wawancara intensif,
wawancara kualitatif, wawancara terbuka .5
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti lebih memilih wawancara tidak
terstruktur untuk memperoleh informasi dari responden, dimana wawancara tak
terstruktur ini lebih bersifat luwes karena susunan pertanyaannya dapat diubah pada
saat wawancara, disesuaikan kebutuhan pada saat wawancara dan dalam memperoleh
keterangan untukt ujuan penelitian dengan Tanya jawab, antara lain :
a. Hakim Pengadilan Negeri Takalar
b. Panitera dan Staf Pengadilan Negeri Takalar
c. Penasihat Hukum Tergugat
d. Para Pihak Penggugat dan Tergugat
e. Masyarakat.
2. Observasi
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat),
obyek sengketa, waktu, dan peristiwa. Alasan peneliti melakukan observasi adalah
untuk menyajikan obyek sengketa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
observasi ( participant observation ) atau taktik pengamatan berperan serta guna
mengamati secara langsung obyek sengketa tanah (tanah dan sebuah bangunan rumah
diatasnya).




Studi dokementasi sebagai pelengkap data primer untuk memperjelas
pertanyaan. Penerapan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki buku-buku,
dokumen, dan sebagainya.
E. Instrumen Penelitian
Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan khusus, yaitu sebagai
perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, serta pelapor hasil
penelitiannya.6 Instrument pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan alat
perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat tulis. Tape recorder
digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera digital untuk
mengambil gambaran atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan catatan ini
merupakan catatan lapangan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau
gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan,
potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat
dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.
Setelah melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut
dijabarkan secara deskriptif analisis, yaitu dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 1996),
h. 160.
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yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Bambang sunggono
mengemukakan bahwa deskriptif analisis adalah bahwa permasalahan yang ada
dipaparkan dalam bentukuraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori hukum
yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam
pembahasan masalah.7




ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH WARISN DI DESA
LAKATONG KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN
TAKALAR
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Pengadilan Negeri Takalar1
Pengadilan Negeri Takalar merupakan salah satu lembaga peradilan umum di
Indonesia yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Takalar dengan
wilayah hukum meliputi: 9 wilayah Kecamatan, 21 Kelurahan dan 67 Desa.
Pengadilan Negeri Takalar sendiri berdiri pada tahun 1964 dimana pada saat
itu pelayanan bagi pencari keadilan di Kabupaten Takalar masih satu bangunan
dengan Pengadilan Negeri Makassar, pada tahun 1965 Pengadilan Negeri Takalar
bergabung di bangunan kantor Bupati Kabupaten Takalar selanjutnya pada tahun
1968 berdiri bangunan kantor Pengadiln Negeri Takalar di jalan Fitrah Takalar yang
baru diresmikan pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1982 dibangun kantor
Pengadilan Negeri Takalar di Jalan Jenderal Sudirman sampai sekarang;
Sejak berdirinya tahun 1964, Pengadilan Negeri Takalar telah 15 (lima belas)
kali berganti pucuk kepemimpinan sebagai berikut:
No. Periode Ketua Pengadilan Negeri Takalar
1. 1968 – 1978 Abd. Muluk, .S.H
2. 1978 – 1982 Sopanuddin, S.H
3. 1982 – 1986 Abbas Somantri
1 Sakir S.H, Kasubag  Pengadilan  Negeri  Makassar, Wawancara, Takalar, 17 Mei 2017.
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4. 1986 – 1990 Soewardi. S.H
5. 1990 – 1993 Sohartono, S.H
6. 1993 – 1996 Fhakih Suah, S.H
7. 1996 – 1998 H. Muhammad Ramli, S.H
8. 1998 – 1999 H. A. Suryadarma Belo, S.H
9. 1999 – 2003 Hj. Napi Napisah, S.H
10. 2003 – 2006 Ahmad Semma, S.H
11. 2006 – 2008 H. Ridwan Toro, S.H, M.H
12. 2008 – 2010 Supriyono, S.H, M.H
13. 2010 – 2011 Lenny Wati Mulashimadi, S.H
14. 2011 – 2013 H. Akhmad Suhel, S.H
15. 2013 – 2015 Rakhman Rajagukguk, S.H, M.Hum
16. 2015 - Sekarang Gede Sunarjana, S.H, M.H
Pergantian kepemimpinan  membawa perubahan yang bagus, baik dari segi
manajemen (all of management) maupun kebijakan institusi ( policy of institution )
yang sejalan dengan rencana pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembaharuan lembaga peradilan merupakan wujud keseriusan aparat
peradilan untuk membenahi citra dan martabat pengadilan yang begitu terpuruk
beberapa tahun ini berbagai ancaman isu KKN dan penyuapan terhadap aparat
peradilan terutama hakim dan panitera pengganti yang secara langsung menangani
perkara pencari keadilan serta adanya isu kebobrokan kinerja aparat pengadilan yang
lambat penyelesaiannya, tidak transparan dan tidak akuntabilitas serta sulit di akses
masyarakat / publik.
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Untuk itu Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana
Kekuasaan Kehakiman dan Pengadilan Tertinggi di Indonesia sebagaimana yang
diamanatkan Negara melalui Undang-undang Dasar tahun 1945, sejak tahun 2003
telah melakukan pembenahan dan pembaharuan manajemen peradilan yang meliputi
4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Agama, Dan Peradilan Militer baik pada tingkat pertama maupun banding,
selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk
internal berupa surat keputusan dan peraturan-peraturan yang mendukung komitmen
pembeharuan lembaga pengadilan yang secara konkrit dimana pembaharuan itu
dituankan dalam buku cetak biru Rencana Program Jangka Panjang (RPJ Panjang),
Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Program Jangka Pendek
(RPJ Pendek) dalam mewujudkan lembaga peradilan yang agung dimasa mendatang.
Sejalan dengan visi pembaharuan Mahkmah Agung Republik Indonesia dan
dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang agung tersebut maka Pengadilan
Negeri Takalar telah berupaya melakukan pembenahan manajemen dibidang
administrasi, finansial, personil serta sarana dan prasarana sebagai wujud
implementasi berbagai surat keputusan Mahkamah Agaung Republik Indonesia
menuju arah profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Takalar
yang sejalan dengan visi dan misi buku cetak biru pembaharuan ( blue print reform )
Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 – 2035 dan penetapan standar
kerja procedural ( standar operation procedure ) Pengadilan Tinggi Makassar. Hal ini
dimaksudkan untuk membangun citra baru Pengadilan Negeri Takalar secara khusus
sebagai salah satu garda terdepan lembaga peradilan dan secara umum membentuk
citra lembaga peradilan pada umumnya yang lebih professional, transparan,
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akuntabilitas, dan aksebilitas dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat
pencari keadilan guna meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan Indonesia yang agung.
2. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Takalar
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a. Ketua Pengadilan Negeri Takalar
1. Memimpin manajemen dan operasional lembaga peradilan;
2. Melakasanakan perencanaan (planning and programming),
pelaksanaan (operating) lembaga peradilan secara menyeluruh
3. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dan Wakil secara serasi dan
seimbang;
4. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing
pejabat dan staf structural, tekhnis dan administrasis, secara baik dan
serasi dan saling berkesinambungan;
5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penempatan personil,
pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi serta penggunaan
fasilitas dinas Pengadilan Negeri Kisaran:
6. Menetapkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara pidana dan
perdata dan permohonan prodeo;
7. Memeriksa dan menetapkan permohonan eksekusi;
8. Memeriksa dan menetapkan permohonan sita;
9. Memberikan persetujuan penyitaan barang bukti;
10. Melakukan examinasi terhadap putusan dan melaporkan hasil
examinasi ke Pengadilan Tinggi disertai tembusan kepada MA RI;
11. Menghadiri undangan dari instansi lain dan melakukan koordinasi
dengan instansi lain;
12. Membentuk Tim Pemeriksa hakim atau karyawan dalam hal dan
akan dilakukannya pemeriksaan terhadap hakim dan atau karyawan
yang bermasalah atas laporan atau temuan/inisiatif sendiri;
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13. Menindaklanjuti  hasil temuan tim pemeriksa dengan rekomendasi
tertentu kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
14. Menjatuhkan hukuman disiplin bagi aparat pengadilan (keryawan
dan hakim) yang telah melanggar ketentuan disiplin;
15. Melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap hakim yang baru
ditempatkan, wakil ketua dan/atau pegawai negeri sipil, panitera
pengganti dan atau juru sita;
16. Membuat penetapan /mengetahui permohonan bantuan hukum bagi
terdakwa dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara
perdata;
17. Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan Pengadilan
Negeri;
18. Melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis dan lisan dan/atau
saran, gagasan, pendapat yang diberikan oleh Wakil Ketua
Pengadilan, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera (Wapan), Hakim
Pengawas Bidang, bawahannya yang disampaikan secara langsung
dan/ atau disampaikan dalam rapat rutin bulanan untuk merumuskan
kebijakan institusi dan/ atau penyusunan program kerja tahunan serta
Renstra (Rencana Strategis);
19. Melakukan pengawasan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan
pengelola keuangan dalam penggunaan DIPA serta pelaksanaan
penggunaan anggaran;
20. Melakukan pemeriksaan dadakan terhadap penggunaan uang DIPA
sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang dibuatkan dalam Berita Acara
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Pemeriksaan Kas, temuan-temuannya (jika ada) dan rekomendasi
untuk dilaksanakan;
b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar
1. Melakukan pengawasan internal atas delegasi dari ketua pengadilan
2. Melakukan tugas-tugas ketua pengadilan atas delegasi dari ketua
pengadilan
3. Menghadiri undangan atau rapat atas perintah ketua pengadilan dan
melaporkan pelaksanannya.
4. Membantu tugas ketua pengadilan merumuskan dan membuat
program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan program kerja
jangka pendek
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap administrasi
umum pengadilan.
6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok hakim pengawas bidang
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wakil ketua
pengadilan secara rutin setiap bulan kepada ketua pengadilan disertai
dengan rekomendasi.
c. Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Takalar
1. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan
pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan pembinaan pengadilan dan pengawasan bidang-bidang
tertentu yang telah ditentukan dan melaporkan kepada pimpinan
pengadilan.
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3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi
dan teknis yustisial.
4. Menetapkan hari siding dan menetapkan sita jaminan.
5. Mengadakan pemeriksaan setempat dan mengemukakan pendapat
dalam musyawarah majelis.
6. Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan dan
mendatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
7. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan
permasalahan hukum yang diterima dari pengadilan Tinggi /
mahkamag agung.
8. Melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas bidang kepegawaian
dan umum dan melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas absen.
9. Melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas bidang hukum dan
melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas bidang pidana.
10. Melaksanakan tugas sebagai humas pada pengadilan negeri takalar
dan melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas bidang perdata
d.   Panitera
1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan
mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera
Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri
Kisaran.
2. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya persidangan.
3. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang
diterima di Kepaniteraan.
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4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang
yang berlaku.
5. Panitera bertanggung jawab atas pengadministrasian dan pengelolaan
berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara,
uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-
surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
6. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan
Pengadilan.
e.   Sekertaris
1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum,
mengkoordinir para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di
bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kisaran.
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pengelolaan dan penggunaan anggaran.
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
f.   Wakil Panitera
1. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan
tugas-tugas administrasi perkara.
2. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
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g.   Panitera Muda Perdata
1. Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membantu Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan Perdata.
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila
diminta.
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
h. Panitera Muda Pidana
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan
perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan
lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan Pidana.
4. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya
dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau
peninjauan kembali.
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6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.
i. Panitera Muda Hukum
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik
perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara
dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
J.   Panitera Pengganti
1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda
bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang
sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan
atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan
bila telah selesai diminutasikan.
K.  Jurusita/ Jurusita Pengganti
1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,
Ketua Sidang dan Panitera.
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2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas
perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-
protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan
teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat
yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN
setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
B. Proses Pembuktian Sengketa Tanah Terhadap Putusan Nomor:
20/Pdt.G/PN.Takalar
1. Keterangan Saksi-Saksi Penggugat
a. Saksi Ma’datuang Dg. Talli, menerangkan bahwa:
1. Mengenal penggugat Muhammad Ali kemudian saksi merupakan
sepupu satu kali dari Muhammad Ali
2. Pernah melihat Samsu B Peleng ( ayah penggugat ) dan kenal dengan
Samsu B Peleng
3. Tidak kenal dengan Mannarai Dg Rewa ( ayah tergugat I ) dan juga
tidak mengenal  Nurlina Dg Mene ( tergugat I )
4. Tidak mengetahui siapa yang duluan tinggal di obyek sengketa
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5. Hanya batas sebelah barat yang diketahui yaitu berbatasan dengan
jalan poros desa lakatong kecamatan mangarabombang tepatnya
berada di depan rumah obyek sengketa
6. Selalu melihat obyek sengketa karena obyek sengketa berbatasan
dengan jalan poros desa lakatong
7. Keberadaan Nurlina Dg Mene ( tergugat I ) di dalam obyek sengketa
karena status hanya menumpang
8. Tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan obyek
sengketa
9. Diberitahu oleh keluarga Samsu B Peleng (ayah penggugat) bahwa
obyek yang ditempati tergugat statusnya hanya menumpng
b. H. Gazali Dg. Ati, menerankan bahwa:
1. Mengenal penggugat Muhammad Ali kemudian saksi merupakan
sepupu satu kali dari Muhammad Ali.
2. Pernah melihat Samsu B Peleng ( ayah penggugat ) dan kenal dengan
Samsu B Peleng.
3. Tidak kenal dengan Mannarai Dg Rewa ( ayah tergugat I ) dan juga
tidak mengenal  Nurlina Dg Mene.
4. Tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa.
5. Tidak pernah melihat langsung Nurlina Dg Mene meminta untuk
meminjam obyek tanah tapi hanya diberitahu melalui penyampaian
sepupunya.
c. Kuntu Dg.Sunggu, menerangkan bahwa:
1. Mengenal penggugat Muhammad Ali kemudian saksi merupakan
sepupu satu kali dari Muhammad Ali.
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2. Pernah melihat Samsu B Peleng ( ayah penggugat ) dan kenal dengan
Samsu B Peleng.
3. Tidak kenal dengan Mannarai Dg Rewa ( ayah tergugat I ) dan juga
tidak mengenal  Nurlina Dg Mene.
4. Tanah yang dikuasai Nurlina Dg Mene ( tergugat I ) adalah tanahnya
di tukar pada saat itu.
5. Mengetahui batas-batas obyek sengketa
- Barat : jalanan Desa Lakatong
- Selatan : rumah tergugat I
- Utara : Sipa Dg. Baji
- Timur : tanah panda mamu dan tanah mannarai dg. Rewa
6. Luas tanah dalam obyek sengketa seluas 10 are disampaikan oleh
keluarga penggugat
7. Tidak pernah melihat langsung st.nurlina dg mene meminta untuk
meminjam obyek tanah tapi hanya diberitahu melalui penyampaian
sepupunya.
8. Tidak mengetahui siapa yang pertama tinggal dalam obyek sengketa.
9. Tidak pernah melihat secara langsung surat-surat kepemilikan tanah
atas nama Muhammad Ali.
d. Hawa Dg.Ngangki, menerangkan bahwa :
1. Mengenal Muhammad Ali karena biasa melihatnya di depan
rumahnya.
2. Tidak mengenal Samsu B Peleng ( ayah penggugat ).
3. Tidak mengenal Nurlina Dg Mene ( tergugat I ).
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4. Tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa dan tidak
mengetahui batas-batas dalam obyek sengketa.
5. Tidak mengetahui siapa yang duluan tinggal di dalam obyek
sengketa.
6. Tidak pernah melihat surat-surat tanah atas nama Muhammad Ali.
2. Keterangan Saksi - Saksi Tergugat
a. Basse Dg. Kalling, menerangkan bahwa:
1. Kenal para Penggugat dan Tergugat tetapi ttidak ada hubungan
keluarga .
2. Kenal Mannarai Dg. Rewa
3. Tanah Mannarai Dg. Rewa seluas 75 Are terletak di Kaponrengan
Desa Lakatong Kecamatan  Mangarabombang Kabupaten Takalar.
4. Yang pertama mendirikan rumah dalam objek sengketa adalah
Mannarai Dg. Rewa.
5. Disa (Nenek para penggugat) yang pertama menumpang atas
persetujuan Mannarai Dg. Rewa.
6. Samsu B Peleng, Raja B Peleng dan para Penggugat (Muhammad Ali
dkk) hanyalah sebatas menumpang di atas objek sengketa sekarang.
7. Samsu B Peleng dan Muhammad Ali dahulu bertempat tinggal di
Biring Parang Desa Lakatong Kecamatan  Mangarabombang
Kabupaten Takalar.
8. Jalan desa sekarang atau jalan Paving Blok (batas sebelah utara)
adalah tanah Mannarai Dg. Rewa yang diambil dan dibuat jalan.
9. Nurlina Dg. Mene adalah cucu Mannarai Dg. Rewa.
10. Ada delapan rumah di atas objek sengketa sekarang yaitu; (1) Rumah
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Nurlina Dg. Mene (2) Rumah Muhammad Ali (3) Rumah Raja B
Peleng     (4) Rumah Sipa’ Baji (5) Rumah Seoro Dg. Kebo (6)
Rumah Sambang Dg. Alle (7). Rumah JUma Dg. Gassing  dan, (7)
Rumah Ta’nang Dg. Lurang.
11. Ada 8 (delapan) orang anak Mannarai Dg. Rewa yaitu : (1).Nangko
(2) Yarifa Dg. Ngipo (3) Cabobe Dg. Jintu (4) Hatija Dg. Sabbe (5)
Sipa’ Dg. Baji (6) Janolo Dg. Nurung (7) Naimang Dg. Layu (8)
Mannurungan Dg. Gading.
12. PBB dibayar masing-masing yang menempati tanah.
13. Batas-batas tanah Mannarai Dg. Rewa
- Utara berbatasan dengan jalan desa/tanah Baco Kati
- Timur berbatasan dengan Empang Panda Mamu
- Selatan berbatasan dengan tanah Baso Pa’da
- Barat berbatasan dengan jalan poros Lakatong
b. Saksi Banong Dg.Jimo, menerangkan bahwa :
1. Kenal para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan
keluarga.
2. Tanah Mannarai Dg. Rewa seluas 75 Are terletak di Kaponrengan
Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
3. Ada 8 (delapan) rumah di atas objek sengketa sekarang yaitu; (1)
Rumah Nurlina Dg. Mene (2) Rumah Muhammad Ali (3) Rumah
Raja B Peleng     (4) Rumah Sipa’ Baji (5) Rumah Seoro Dg. Kebo
(6) Rumah Sambang Dg. Alle (7). Rumah JUma Dg. Gassing  dan, (7)
Rumah Ta’nang Dg. Lurang.
4. Baco Dg. Limpo pernah menjadi Kepala Kampung di Kaponrengan.
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5. Baco Dg. Limpo pernah mendirikan rumah di atas objek sengketa.
6. Disa (Nenek para Penggugat Konvensi) yang pertama menumpang
atas persetujuan Mannarai Dg. Rewa.
7. Samsu B Peleng, Raja B Peleng dan Muhammad Ali hanyalah
menumpang di atas objek sengketa.
8. Samsu B Peleng dan Muhammad Ali dahulu bertempat tinggal di
Biring Parang Desa Lakatong Kecamatan  Mangarabombang
Kabupaten Takalar.
9. Tanah Panda Mamu berada disebelah timur tanah Baco Kati.
10. Batas-batas tanah Mannarai Dg. Rewa
- Utara berbatasan dengan tanah Baco Kati
- Timur berbatasan dengan Empang Panda Mamu
- Selatan berbatasan dengan tanah Baso Pa’da
- Barat berbatasan dengan jalan poros Lakatong
c. Saksi Saparuddin, menerangkan bahwa :
1. Kenal  Penggugat dan Tergugat tetapi ttidak ada hubungan keluarga.
2. Luas tanah Mannarai Dg. Rewa 75 Are
3. Batas-batas tanah Mannarai Dg. Rewa
- berbatasan dengan tanah Baco Kati
- Timur berbatasan dengan Empang Panda Mamu
- Selatan berbatasan dengan tanah Baso Pa’da
- Utara Barat berbatasan dengan jalan poros Lakatong
4. Baco Dg. Limpo adalah menantu dari Mannarai Dg. Rewa.
5. Muhammad Ali dan Raja B Peleng hanyalah sebatas menumpang di
atas objek sengketa.
55
6. Di depan persidangan saksi memperlihatkan foto copy peta blok
tanah Mannarai Dg. Rewa seluas 75 Are ( 7500 M² ).
7. Semasa hidupnya Baco Dg. Limpo saksi sering ke rumahnya Baco
Dg. Limpo.
8. Saksi pernah disampaikan oleh Baco Dg. Limpo bahwa Samsu B
Peleng, Raja B Peleng dan Muhammad Ali hanyalah sebatas
menumpang di atas objek sengketa tetapi dia ttidak mau keluar.
d. Saksi Pare Dg. Sutte menerangkan bahwa :
1. Kenal dengan para penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan
keluarga.
2. Saksi lahir dan tinggal di Kaponrengan sampai sekarang.
3. Tanah Mannarai Dg. Rewa Bin Bagenda seluas 75 Are (7500 M2)
yang terletak Kaponrengan Desa Lakatong Kecamatan
Mangarabombang Kabupaten Takalar.
4. Saksi mengetahu batas-batas tanah Mannarai Dg. Rewa
- Utara berbatasan dengan tanah Baco Kati
- Timur berbatasan dengan Empang Panda Mamu
- Selatan berbatasan dengan tanah Baso Pa’da
- Barat berbatasan dengan jalan poros Lakatong
5. Ada 8 (delapan) orang anak Mannarai Dg. Rewa yaitu : (1).Nangko
(2) Yarifa Dg. Ngipo (3) Cabobe Dg. Jintu (4) Hatija Dg. Sabbe (5)
Sipa’ Dg. Baji (6) Janolo Dg. Nurung (7) Naimang Dg. Layu (8)
Mannurungan Dg. Gading.
6. Saksi sering ke lokasi sampai sekarang
7. Baco Dg. Limpo adalah menantu dari Mannarai Dg. Rewa
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8. Saksi sering bertemu dengan Mannarai Dg. Rewa semasa hidupnya.
9. Nurlina Dg. Mene adalah anak kandung dari Baco Dg. Limpo.
10. Yang pertama tinggal dan mendirikan rumah di atas objek sengketa
adalah Mannarai Dg. Rewa.
11. Muhammad Ali dan Raja B Peleng dahulu bertempat tinggal di
Biring Parang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang
Kabupaten Takalar.
12. Tanah Perumahan Muhammad Ali terletak di sebelah barat jalan
Desa Lakatong dan sampai sekarang belum dijual.
3. Daftar Alat Buki Penggugat
No. Nama Alat Bukti Kode Keterangan
1. Asli Dan Foto Copy Buku
Rincik
B.P. 1 Lompo Kaporengang Persil No 8a D1
Nomor Kohir 30 Seluas 10 Are Atas Nama
Samsu B Peleng ( Ayah Penggugat )
2. Asli dan foto copy surat
kematian
B.P. 2 Foto copy surat kematian Alm Samsu B
Peleng ( Ayah Penggugat )
3. Asli dan foto copy
keterangan kewarisan
B.P. 3 Surat keterangan warisan para penggugat
4. Foto copy hasil mediasi
kantor camat tanggal 24
september 2014
B.P. 4 Lokasi yang ditempati tergugat adalah
masih bagian dari lokasi penggugat
sebagaimana dalam rincik dan sppt milik
penggugat seluas 1000 m²
5. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 1994
B.P. 5 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
6. Asli dan foto copy SPPT- B.P. 6 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
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PBB tahun 1996 penggugat) seluas 1000 m²
7. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 1998
B.P. 7 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
8. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2001
B.P. 8 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
9. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2004
B.P. 9 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
10. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2005
B.P.10 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
11. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2006
B.P. 11 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
12. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2007
B.P. 12 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
13. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2008
B.P. 13 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
14. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2009
B.P. 14 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
15. Asli dan foto copy SPPT-
PBB tahun 2010
B.P. 15 Nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah
penggugat) seluas 1000 m²
4. Daftar Alat Bukti Tergugat
No. Jenis Alat Bukti Kode Keterangan
1. Kartu tanda penduduk atas nama nurlina dg mene B.T. 1 Asli
2. Surat keterangan ahli waris tertanggal 7 agustus 2016 B.T. 2 Asli
3. Surat rincik atas nama mannarai b bagenda tertanggal B.T. 3 Asli
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15 april 1959
4. SPPT-PBB tahun 2002 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 4 Asli
5. SPPT-PBB tahun 2003 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 5 Asli
6. SPPT-PBB tahun 2005 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 6 Asli
7. SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 7 Asli
8. SPPT-PBB tahun 2006 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 8 Asli
9. SPPT-PBB tahun 2007 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 9 Asli
10. SPPT-PBB tahun 2007 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 10 Asli
11. SPPT-PBB tahun 2009 atas nama Mannarai B
Bagenda
B.T. 11 Asli
12. Putusan No. 171/Pid/2008/PN Tka B.T. 12 Asli
13. Putusan No. 20/Pdt/2016/PN Tka B.T. 13 Asli
14. Lokasi tanah atas nama Mannarai B Bagenda seluas
75 are, No. Rincik 290 C1 Kohir 8a
B.T. 14 Asli
15. Surat keterangan jual beli tanah atas nama Sabbang
Dg. Alle
B.T. 15 Asli




17. Lokasi peta blok B.T. 17 Asli
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan2
Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara




Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat
Konvensi ternyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:
Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Tergugat 1 Konvensi /Penggugat
Rekonvensi selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi
teranyata telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai beikut :
Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil ini dapat dilihat
dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 juni 2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Desa Lakatong tanggal 5 Februari 2017 No. Reg. 19/DLK/II/2017 dan turut
diketahui oleh Pjs. Camat Mangarabombang tertanggal 9 maret 2017 adalah tidak sah
secara hukum disebabkan karena ada ahli  waris tidak dimasukkan dalam surat
2 Putusan No. 5 / Pdt .G/ PN. Tkl. 2017
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keterangan kewarisan  tersebut yaitu Halimah (anak kandung Syamsu Bin Peleng)
dan Datu Dg. Jawa (ahli Waris Saripa Dg. Ngasseng) sehingga secara hukum sangat
jelas tidak memenuhi syarat formil untuk dipergunakan dalam penyelesaian perkara
ini.
Bahwa gugatan parapenggugat sangat keliru,karena hanya melibatkan
Tergugat I (Nurlina Dg Mene) dalam perkara ini,oleh karena pemilik rumah kayu
dalam objek sengketa sekarang adalah rumah Yarifa Dg.Ngipo’yang berdiri diatas
tanah Mannarai Dg. Rewa, adapun keberadaan Tergugat I hanyalah sebatas
menempati /menumpang rumah orang tua (Yarifa daeng Ngipo) ,maka oleh karena itu
gugatan para penggugat  sangat berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
Bahwa gugatan para penggutan para penggugat tidak lengkap subjek subjek
hukumannya disebabkan karna hanya melibatkan Tergugat (Nurlina Dg Mene) dalam
perkara ini. Dan seharusnya secara hukum semua ahli waris Mannarai Dg Rewa
sebagai pemilik tanah objek sengketa sekarang harus dilibatkan sebagai turut tergugat
untuk sempurnanya suatu gugatan yang benar yaitu Mola Dg Taba, Yafira Dg
Ngipo’, Cabobe Dg Jintu, Seoro Dg Kebo, Sipa Dg Gading. oleh karena itu dengan
tidak dilibatkannnya semua ahli waris Mannarai Dg.Rewa dalam perkara ini maka
gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil
eksepsi/bantahan Kuasa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan
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luas tanah kurang lebih 75 are berdasarkan surat rincik nomor 290 C1 Persil 8A
tertanggal 15 April 1959 yang terletak di Dusun Kamporengang Desa Lakatong
Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.
Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau
bantahan dari pihak Kuas Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat,yang tidak
langsung mengenai produk perkara yang berisi tautan bantalanya gugatan Para
Penggugat (Vide Prof Dr Sudikno Mertokusumo,S.H. Hukum Acara Pendata
Indonesia Penerbit Leberty Yogykarat,1981,halaman 85);
Menimbang,bahwa mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Kuasa Hukum
Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I rekonvensi tersebut pada dasarnya Majelis
Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut
acara,yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai ekepsi proselusi yang
menghalangi dikabulkannya gugatan karna gugatan kabur ( Obscuur Lible) dan
Kurang Pihak. Maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara
dan diputuskan dalam putusan akhir untuk menghindarkan kelambatan yang tidak
perlu atau dibuat-buat agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide Putusan Mahkamah
Agung RI No 935 K/Sip/ 1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan “Bahwa
Eksepsi yang bukan kompetensi absolute atau relative,diperiksa dan diputus bersama-
sama dengan pokok perkara’);
Menimbang ,bahwa selanjutnya pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas
dipertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang,bahwa dalam Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I
Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang mengatakan gugatan para penggugat Konvensi
tidak memenuhi syarat  formil karena para penggugat dalam menguraikan Surat
Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Juni 2016 adalah tidak sah secara hukum
disebabkan karna ada ahli waris tidak dimasukkan dalam surat keterangan kewarisan
tersebut yaitu Halimah (anak kandung syamsu bin peleng) dan Datu Dg Jawa (ahli
waris Saripa Deng Ngaseng);
Menimbang,bahwa dalam replik maupun kesimpulan Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya  menyatakan bahwa dan eksepsi
maupun bantahan Kuasa Hukum Tergugat I mempengaruhi syarat formil gigatan para
penggugat karana gugatan ini diajukan bukan dalam bentuk pembagian warisan yang
akan menghilangkan hak bagi para ahli warisnya melainkan melainkan gugatan karna
gugatan ini diajakuan bukan dalam bentuk pembagian warisan yang akan
menghilangkan hal bagi para ahli warisnya melainkan gugatan pembuatan melawan
hukum.
Menimbang,bahwa terlepas dari dari perbedaan pendapatantara Kuasa Hukum
Para Penggugat dengan Kuasa hukum Tergugat I Konvensi tersebut,Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa dalam buku HUKUM ACARA PERDATA Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya
Harapan. S.H. Dalam Bab 10 halaman 418 pada pokoknya menerangkan bahwa
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bahwa pembelaan/eksespsi yang diajukan Tergugat terhadap meteri pokok gugatan
Penggugat namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi
adalah:
Ditunjukkan  kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat  atau formalitas
gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan  mengandung cacat atau pelanggaran formil
yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.
Dengan  demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi,tidak ditujukan dan
tidakmenyinggung bantahan terhadap pokok perkara.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim
memandang isi pokok dalam dalil eksepsi kuasa hukum tergugat I konvensi/
Penggugat I rekonvensi pada poin (1) tersebut telah masuk pada pokok
perkara,diaman hal merupakan kewajiban  dan masing-masing pihak baik dari pihak
para penggugat maupun tergugat I untuk membuktikan masalah keahliwarisan dalam
objek sengketa dalam perkara aquo. Sehingga perlu ada pembuktian masing-masing
pihak atas hal yang tersebut sebagaimana yang didalikan baik dalam gugatan maupun
jawaban para pihak yang dimana dalam hal ini  telah masuk dalam lingkup pokok
perkara  bukan masuk dalam lingkup eksepsi,sehingga berdasarkan hal tersebut diatas
terkait dengan dalil eksepsi Kuasa Hukum  Tergugat I Knvonsi/Prnggugat I
Rekonvensi pada point (1)  jika dapat diterima.
Menimbang bahwa berdasarkan rumusan dalam suatu perbuatan melawan
hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHP Perdata ditentukan bahwa
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“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan
hukum, terdapat suatu option (pilihan) bagi para Penggugat dalam mengajukan suatu
gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya. Oleh karena
itulah manakala dalam eksepsinya Tergugat I mempermasalahkan karena adanya
pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan para
penggugat menjadi keliru atau kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat. Sebab,
dalam suatu perbuatan melawan hukum diserahkan sepenuhnya kepada para
penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan para penggugat harus
ditujukan. Artinya, para penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang
dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh
karenanya harus digugatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni
1971 Nomor 305 K/Sip/1971). Oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan
tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
di atas, maka uraian Kuaa Hukum Para Penggugat Konvensi dalam gugatan tersebut
dipandang sudah cukup jelas dan terang menyangkut obyek sengketa dalam perkara
aquo dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Sehingga dalil eksepsi Kuasa
Hukum Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang berpendapat
gugatan Para Penggugat dalam surat gugatan, tidak jelas atau obscuur lible,
menyangkut kurang atau tidak lengkap subyek hukumnya haruslah ditolak.
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DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pada pokoknya mengenai masalah
kepemilikan tanah milik/warisan Almarhum SAMSU BIN PELENG yang terletak di
Kampunrengan Desa Lakatong Kecamatan Mangarombang Kabupaten Takalar seluas
kurang lebih 1000 M2 (10 are).
Menimbang, bahwa atas  gugatan para penggugat konvensi tersebut, Kuasa
Hukum Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam jawabannya pada
pokoknya menolak dalil-dalil gugatan para penggugat konvensi tersebut dengan
alasan sebagai beikut, bahwa tanah yang menajdi obyek sengketa tersebut dalam
perkara aquo adalah merupakan milik dari Almarhum Mannarai Daeng Rewa yang
belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
Menimbang bahwa mengenai keadaan tanah obyek sengketa meliputi luas dan
batas-batas tanah sengketa baik para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat
Konvensi telah sepakat bahwa batas-batas tanah sengketa adalah benar sebagaimana
hasil pemeriksaan setempat pada hari KAMIS tanggal 04 Mei 2017 dan diantara
pihak menyangkut perbedaan luas tanah sengketa tersebut  pada dasarnya Majelis
Hakim menilai hal tersebut para pihak telah mengajukan gugatan yang berbeda dalam
hal ini pihak Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan gugatan
Rekonvensi hal mana baik pihak Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Kuasa
Tergugat. Konvensi/penggugat Rekonvensi tidak memiliki perbedaan yang mendasar
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atas obyek sengketa tersebut hal mana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Setempat.
Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa untuk mempertegs dan
memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa serta memastikan mengenai
keberadaan obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk
dilakukannya pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek).
Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek)
sebenarnya erat kaitannya dengan hukum pembuktian walaupun secara formil
pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tidak termasuk dalam salah satu alat
bukti sebagaimana dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau
Pasal 284 RBg namun demikian pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek)
berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi. Ukuran dan
batas-batas objek sengketa termasuk juga siapa saja yang berada di atas tanah objek
sengketa atau siapa saja yang menguasai terhadap tanah objek sengketa tersebut dan
menegaskan bahwasanya nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan
setempat (plaatselijke onderzoek) dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim
dalam mempertimbangkan putusannya yang mana sifat daya mengikatnya tidak
mutlak sehingga Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.
Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15
November 2001 tentang pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) oleh karena
sering terjadi dalam praktek peradilan dimana pada saat suatu putusan akan dilakukan
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eksekusi oleh karena obyek barang berperkara tidak jelas baik itu mengenai letak,
luas, batas-batas siapa saja pihak yang menguasai tanah objek sengketa dan lain
sebagainya sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan non executable yaitu ekskusi
tidak dapat dijalankan, karena obyek barang yang hendak dilakukan eksekusi tidak
jelas dan tidak pasti baik itu mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya sehingga
dengan demikian secara tidak langsung walaupun pemeriksaan setempat (plaatselijke
onderzoek) tersebut tidak termasuk dalam salah satu alat bukti sebagaimana dalam
Pasal 1866 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284
RBg tetapi oleh karena menurut Majelis Hakim sangat membantu dalam hal
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan kelak maka sangat penting akan adanya acara
pemeriksaan setempat (plaatselijke onderzoek) tersebut.
Menimbang bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijke
onderzoek) atas obyek sengketa yang selanjutnya sesuai hasil sidang pemeriksaan
setempat (plaatselijke onderzoek) yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 04 Mei 2017.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 284 RBg
bahwasanya “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan
suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak
orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, dalam
hal ini apabila kita membaca anotasi dan Retnowulan Sutanto, SH, dan Iskandar
Oenripkartawinata dalam bukunya  hukum acara perdata dalam teori dan praktek.
Diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah.
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Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan
secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagi
patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja
yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus,
menurt keadaan yang kongkrit dan pembuktian  itu hendaknya diwajibkan kepada
pihak yang paling sedikit diberatkan,
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atau Pasal 283
RBg tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Para penggugat
Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan
membutikan dalil-dalil sengkalannya sehingga Para Penggugat Konvensi dan Para
Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas.
Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi dari Ny, Retnowulan Sutanto, SH,
dan Iskandar Oenripkartawinata tersebut. DR. Harifin A Tumpa SH.MH. Hakim
Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan
pada pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun2002 pada halaman 26. Menyatakan
bahwa asas “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan”, kelihatannya
asas tersebut mudah dan bahkan banyak ornag dengan simpel menyatakan bahwa
siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan. Namun dalam praktek
masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan
sangat hati-hati. Oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat kasus
perkasus, menurut keadaan yang kongkrit Hakim dituntut untuk mempunyai analisa
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yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan
adil.
Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian itu,
nmun saat ini banyak dipakai teori “billijkheid beginsel” atau teori kepatutan.
Teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang
paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan berdasarkan
kaedah hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15
Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada
pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif  adalah lebih berat daripada
beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang tersebut
terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah warisan
Muhammad Ali telah mengajukan bukti surat berupa rincik lompok kanponrengang
persil nomor 8a DI kohir 30 luas 10 are (vide bukti P.1).
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut sebelum majelis hakim
mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah warisan dari Almarhum Samsu Bin
Peleng terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan bagaimnakah
kekuatan pembuktian dari sebuah bukti surat berupa rincik?
Menimbang, terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai
berikut:
- Bahwa rincik adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang didalam
pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 disebut sebagai petuk pajak
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bumi/landrente, rincik, girik, pipil, kelitir dan verponding Indonesia
sebelum 49 berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Setelah
Undang-Undang Pokok Agrararia (UUPA) atau sekarang dikenal dengan
istilah pajak bumi dan bangunan.
- Bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agrararia
(UUPA) rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah,
tetapi setelah berlakunya uupa rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas
tanah namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah dan terakhir
dengan adanya undang-undang no.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).
- Bahwa rincik dapat membuktikan penguasaan dan bangunan seseorang
terhadap tanah yang dikuasai sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat
bukti lain rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah,
melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah hal ini dikuatkan
dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102
K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84
K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Februari 1960
Nomor K/Sip/1960.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku rincik dimana setelah majelis
hakim mempelajari serta mencermati dasar terbitnya rincik tersebut hal
mana majelis hakim menilai dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan
diajukan lengkap dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap bukti rincik (vide
bukti P-1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai
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alat bukti surat, maka selanjutnya majelis akan mempertimbankan dengan
adanya buku rincik atas terhadap obyek sengketa tersebut dapat dibuktikan
sebagai milik dari Almarhum Samsu Bin Peleng ataukah tidak?
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa bukti surat berupa rincik dalam hukum positif dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang
dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan selama didukung dengan bukti
lainnya hal mana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 624 K/Sip/1970, tanggal 24 maret 1971 yang pada
pokoknya menerangkan:
“nama seseorang yang tercatat dalam “buku letter C” tidak merupakan
bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak / pemilik tanah yang
bersangkutan letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih
harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.
- Bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata buku rincik dapat
menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya
apabila rincik tersebut dapat didukung dengan bukti lainnya, sehingga
menjadi bukti yang mengikat , dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam
rincik tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai
benar selama ketidakbenarannya tidak dilakukan dan ia memberikan suatu
bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan
sempurna.3
3 Subekti R. Hukum Pembuktian, (Jakarta : PT. Pradya Paramita, 2001),  h. 27.
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- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal
mana rincik tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang hal mana
dan sangkalan maupun kesimpulan kuasa hukum kuasa tergugat I
konvensi/penggugat I rekovensi sendiri tidak membantahnya dan tidak
mengajukan pembatalan surat rincik tersebut terhadap obyek sengketa
dalam perkara aquo maka terhadap rincik tersebut menurut hemat majelis
hakim sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana
ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867
KUHPerdata.
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas hal mana Almarhum
Samsu Bin Peleng memperoleh hak atas tanah obyek perkara didasarkan bukti rincik
yang didukung dengan bukti SPPT/PBB dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak
Penggugat Konvensi maupun Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekovensi,
manakala dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim
berpendapat, bahwa kepemilikan Almarhum Samsu Bin Peleng didasarkan buku
rincik (vide bukti p-1) maka menurut hukum haruslah dianggap sah dan mengikat
bagi para pihak yang membuatnya.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan
membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalan dari Kuasa Hukum Kuasa Tergugat
I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah
yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo masih merupakan tanah warisan
yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Mannarai Dg
Rewa.
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Menimbang, bahwa manakala para tergugat konvensi dalam dalil-dalil
sangkalan atau bantahan terutama dibagian jawaban duplik maupun kesimpulan pada
pokoknya telah menerangkan bahwa tidak benarnya kepemilikan almarhum Samsu
Bin Peleng terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo didasarkan dengan
buku rincik terhdap hal tersbut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa dalam hal pembuktian untuk perkara perdata hal yang paling utama
atau esensial yang dapat menguatkan bukti persidangan perkara perdata
dalam hal ini sangkalan atau bantahan Kuasa Hukum para Tergugat
Konvensi adalah adanya bukti surat
- Bahwa dalam menguatkan dalil gugatan para Penggugat Konvensi telah
mengajukan bukti surat berupa akta otentik maka untuk membantah isi dari
suatu akta otentik maka pihak tergugat konvensi seharusnya mengajukan
bukti surat yang dapat menyangkal isi dari bukti rincik tersebut.
- Bahwa disamping itu berdasarkan dalil sangkalan/jawaban Kuasa Hukum
Tergugat I Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang
yang menjadi obyek sengketa tersebut adala merupakan milik Almarhum
Mannarai Dg Rewa berdasarkan rincik Nomor 290 C1, Persil 8a tertanggal
15 April 1959 seluas kurang lebig 75 are yang terletak di Kamponrengang
Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi
Sulawesi Selatan tidak dapat dibuktikan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat
I Konvensi hal mana berdasarkan daftar bukti surat yang diajukan Kuasa
Hukum Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekovensi yang
menerangkan adanya buku rincik sebagai bagian dalam daftar bukti surat
Kuasa Hukum Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekovensi
dipersidangan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama telah nyata
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terjadi kekeliruan dalam penulisan daftar bukti surat oleh karena bukti
rincik yang dimaksudkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi (vide
bukti T.I-3) adalah bukan merupakan bukti rincik melainkan hanya bukti
pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 589
K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
“ bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat didalam persidangan
ternyata tidk dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang
tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan
tersebut harus dikabulkan oleh hakim”
Menimbang, bahwa oleh karena itulah para tergugat konvensi haruslah
dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya,
sebaliknya para Penggugat Konvensi dipandang telah berhasil membuktikan
gugatannya oleh karena itulah menyangkut status kepemilikan atas dua bidang tanah
sebagaimana dalam gugatan atas nama almarhum Samsu Bin Peleng adalah sah
menurut hukum.
M E N G A D I L I
I . DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi kuasa hukum tergugat I
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian
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2. Menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari
almarhum Samsu bin Peleng
3. Meyatakan bahwa para penggugat (ahli waris almarhum Samsu bin
Peleng) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 10 are (1000m²), lompo
kaponrengang persil no 8a d1 kohir 30 yang terletak di kaporengang Desa
Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan batas-
batas:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Panda Mamo sekarang dikuasai
oleh Hawa Dg Nganki (cucu panda mamo) dan berbatas juga tanah
Sipa Dg Baji
- Sebelah timur berbatas dengan rumah Saero Dg Kebo dan tanah
Mannarai Dg Rewa
- Sebelah selatan berbatas tanah Panda Baso Pato dan rumah So’na Dg
Sanga (ahli warisnya Panda Baso Pato)
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya poros Desa Lakatong
4. Menyatakan bahwa tanah lompo kaponrengang persil no.8a d1 no. kohir
30 yang terletak di kapnrengan desa lakatong yang dikuasai:
a. Tergugat I seluas ± 4 are (± 4000 m²) tanah sengketa I. dengan batas-
batas:
- Sebelah utara: berbatas dengan tanah dan rumah para penggugat
- Sebelah timur: berbatas dengan tanah Mannarai Dg Rewa
- Sebelah selatan: berbatas tanah Panda Baso Pato dan rumah So’na Dg
Sanga ( ahli warisnya Panda Baso Pato )
- Sebelah barat : berbatas dengan jalan raya Desa Lakatong
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Adalah tanah milik almarhum samsu bin peleng (orang tua Para
Penggugat)
5. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad).
6. Menghukum para tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak dari
padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat
dalam keadaan baik tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum
7. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini
8. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya
II. DALAM REKOVENSI
1. Menolak gugatan penggugat I dalam rekovensi untuk seluruhnya
III. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI
1. Menghukum para tergugat konvensi/para penggugat rekovensi untuk
membayar ongkos mediasi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah)
2. Menghukum para tergugat konvensi/para penggugat rekovensi untuk
membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah
Rp. 2.156.000,- (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
D. Analisis Tentang Sengketa Tanah
Setelah penulis melakukan penelitian dan mengikuti beberapa kali
persidangan, baik eksepsi /jawaban dan gugatan rekovensi  tergugat, replik / jawaban
gugatan rekonvensi , duplik tergugat, pengajuan bukti-bukti tertulis, sidang
pemeriksaan setempat dalam obyek sengketa, pemeriksaan saksi-saski, kesimpulan,
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dan putusan dalam perkara perdata No. 5/Pdt.G/2017/PN. Takalar. Antara
Muhammad Ali Melawan Nurlina Dg Mene. Maka adapun analisis penulis sebagai
berikut:
1 Bahwa mengenai bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu foto copy
buku Rincik Persil 8a D1 Kohir 30 luas 10 Are (1000 M²) atas nama Samsu B
Peleng adalah merupakan bukti dibawah tangan, dan bukan merupakan bukti
otentik atas kepemilikan tanah yang sah secara hukum apalagi pada saat
Sidang Pemeriksaan Setempat, bahwa bukti tersebut tidak sesuai dengan
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik mengenai batas-batas
objek sengketa maupun mengenai luas tanah sebagai berikut :
a. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II (Raja B Peleng), sekarang seluas
12 M x 25 M = 300 M² ( tiga ratus meter persegi )
b. Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat (Muhammad Ali) seluas 33 M x 30
M = 990 M² (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi),
c. Bahwa rumah Rumah Yarifa Dg. Ngipo (Ibu Kandung Tergugat I
Konvensi/Penggugat Dalam Rekonensi) berdiri di atas tanah seluas 24 M
x 30 M = 772 M² (tujuh ratus tujuh puluh dua meter persegi).
d. Bahwa jika digabungkan antara tanah yang dikuasai Penggugat
(Muhammad Ali) dengan tanah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Raja
B Peleng) serta tanah yang dikuasai oleh Nurlina Dg. Mene (Tergugat I
Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) yakni Samsu B Peleng (Ayah
Muhammad Ali) seluas 990 M², Raja B Peleng seluas 300 M² dan Nurlina
Dg. Mene seluas 772 M² (objek sengketa sekarang), maka jumlah dari
penggabungan tersebut menjadi seluas 2362 M²  atau 990 M² x 300 M² x
772 M² = 2362 M² (dua ribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi).
78
Adapun analisis penulis mengenai batas-batas dan luas dalam obyek sengketa
adalah sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada point  di atas,  sangatlah jelas
dan nyata bahwa bukti P1 yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan fakta di
lapangan sehingga bukti P1 tersebut sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan
dalam perkara ini.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dikutip Putusan Mahkamah Agung
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Utara : Jalan Paving Blok /Tanah Baco Kati
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“ Bahwa tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas-batas dalam gugatan,
dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan ttidak
dapat diterima”.
Kemudian, penulis juga mengutip putusan Mahkamah Agung RI tertanggal  9
Juli 1973 No. 81K/ SIP/1971 :
“Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dalam gugatan
dan luasnya yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan
tidak dapat diterima”.
2. Bahwa mengenai bukti P3 yaitu Surat- surat Keterangan Ahli Waris tanggal
25 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lakatong tanggal 5 Februari
2017 No. Reg. 19/DLK/II/2017, dan turut diketahui oleh pejabat setempat
Camat Mangarabombang tertanggal 9 Maret 2017 adalah tidak sah secara
hukum disebabkan karena ada ahli waris tidak dimasukkan dalam surat
keterangan kewarisan tersebut yaitu Halimah (anak kandung Syamsu B
Peleng) dan Datu Dg. Jawa (ahli waris Saripa Dg. Ngasseng), sehingga secara
hukum sangat jelas tidak memenuhi syarat formil untuk dipergunakan dalam
penyelesaian perkara ini. Adapun analisis penulis terhadap ahli waris dari
almarhum Samsu B Peleng yang seharusnya dijadikan sebagai pihak






3. Adapun analisis penulis terhadap ahli waris dari almarhum Samsu B Peleng
dan Mannarai Dg Rewa yang harus juga dijadikan sebagai pihak tergugat
adalah sebagai berikut:
- Nangko Dg. Nginga ( meninggal )
- Yarifah Dg. Ngipo (ibu dari Nurlina Tergugat I)
- Cabobe Dg. Jintu
- Seoro Dg Kebo
- Sipa Dg. Baji
- Naimang Dg Layu
- Ra’bia Dg.Tanang ( meninggal )
- Matturungan Dg. Gading
Berdasarkan hal diatas seharusnya Yarifah Dg.  Ngipo yang dijadikan sebagai
pihak tergugat karena dia merupakan ahli waris langsung dari Almarhum Mannarai
Dg Rewa bukan Nurlina yang dijadikan sebaga pihak tergugat disebabkan Nurlina
statusnya hanya menumpang bersama dengan suami di rumah ibunya yaitu Yarifah
Dg. Ngipo. Sehubungan hal ini, penulis Mengutip Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 2438/k/sip/1980 yang menyatakan bahwa:
“gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut
sebagai pihak tergugat dalam perkara ini”
4. Mengenai bukti P5 sampai P15 yang diajukan penggugat dan  dan bukti T4-
T9 yang diajukan tergugat yaitu SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, hanyalah
merupakan bukti bahwa tanah yang dikuasai (ditempati) seseorang telah
dibayar pajaknya dan bukan merupakan bukti kepemilikan tanahyang sah
secara hukum, sehingga sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan.
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Sehubungan hal tersebut di atas, dikutip Putusan Mahkamah Agung RI
tertanggal 10 Maret 1960 No. 34/K/SIP/1960 :
“Pajak Bumi dan Bangunan tidak merupakan suatu bukti mutlak sebagai
pemilik sah, ia hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak”.
5. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dihadiri Majelis Hakim
dan Panitera Pengadilan Negeri Takalar, para pihak Penggugat dan Tergugat
serta Kuasa Hukum masing-masing, ternyata fakta-fakta hukum yang
terungkap mengenai batas-batas dan luas tanah objek sengketa tidak sesuai
dalam gugatan para Penggugat Utara berbatasan dengan jelas luas tanah
keseluruhan 10 Are (1000 M²) Persil 8 A Kohir No. 30 yang terletak di
Kaponrengan Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten
Takalar, sedangkan kenyataan dan fakta hukum yang terungkap pada sidang
pemeriksaan setempat sebagai berikut :
a. Batas-batas dalam gugatan para penggugat :
- Utara berbatasan dengan tanah Panda Mamu yang dikuasai oleh Hawa
Dg.Ngangki (cucu Panda Mamu) dan berbatasan dengan tanah Sipa’
Dg. Baji.
- Timur berbatasn dengan tanah.Seoro Dg. Kebo’dan tanah Mannarai
Dg. Rewa.
- Selatan berbatasan dengan tanah Pa’da Baso  dan tanah So’na Dg.
Sanga (ahli waris Pa’da Baso).
- Selatan berbatasan dengan jalan poros Lakatong
b. Sedangkan dalam Sidang Pemeriksaan Setempat, terungkap batas-batas
sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah Naimang Dg. Layu (ahli waris
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Mannarai Dg. Rewa).
- Timur berbatasn dengan tanah.Cabobe’ Dg. Jintu (ahli waris
Mannarai Dg. Rewa.
- Selatan berbatasan dengan tanah  Baso  Pato
- Selatan berbatasan dengan jalan poros Lakatong
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis mengutip putusan Mahkamah
Agung RI NO. 938/SIP/1971 tanggal 4 oktober 1972 dan No. 1078 K/SIP/1972
tanggal 11 Novomber 1975: gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet On Van Kelijk Verklaard)
Selanjutnya, penulis mengutip ayat tentang hakim berlaku adil telah diatur
dalam Al-Qur’an sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al- Maidah 5/49.
 ْ ﻦ َﻋ َك ْ ُﻮِﻨﺘْﻔﱠﯾ ْ َنأ ْ ُﻢھ ْ ر َﺬ ْ ﺣا َ و ْ ُﻢھ َءا َ ﻮَْھأ ْ ِﻊﺒﱠَﺘﺗ َ ﻻ َ و ُ ٰ ّ ﷲ َل َ ﺰَْﻧأ ﺎ َ ِﻤﺑ ْ ُﻢَﮭﻨَْﯿﺑ ْ ﻢ ُﻜ ْ ﺣا ِ َنأ َ و
 ِﺾ ْ َﻌِﺒﺑ ْ ُﻢَﮭﺒْﯿ ِ ُﺼﯾ ْ َنأ ُ ٰ ّ ﷲ ُﺪْﯾ ُِﺮﯾ ﺎ َﻤﱠَﻧأ ْ َﻢﻠ ْ ﻋَﺎﻓ ا ْ ﻮﱠﻟ َ َﻮﺗ ْ ِنَﺈﻓ ۗ َ ﻚَْﯿِﻟإ ُ ٰ ّ ﷲ َل َ ﺰَْﻧأ ﺎ َﻣ ِﺾ ْ َﻌﺑ
 ُْﻮﻘ ِ ﺴ ٰ َﻔﻟ ِسﺎﱠﻨﻟا َ ﻦ ﱢﻣ ا ً ﺮِْﯿﺜ َﻛ ﱠ ِنإ َ و ۗ ْ ﻢِِﮭﺑ ْ ُﻮﻧ ُذ
Terjemahnya :
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti
keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka
memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan
musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan
sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.4
4 Departemen Agama RI. Al-Qur;an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Jumatul ‘Ali, Seuntai
Mutiara Yang Maha Luhur, 2004), h.175.
(٤٩)
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a. Asbabun nuzul Al-Maidah (49)5
1. Hadis & Asbabul WurudSahal bin sa’ad berkata, rasulullah berabda, demi Allah, Allahmemberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu adalah yang lebihbaik bagimu dari pada memiliki unta merah.
2. Tafsir Al-MaraghiAllah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi, yang didalamnya terdapathukum Allah juga mengimbau beliau untuk tidak mengikuti hawa nafsumereka dengan cara mendengarkan atau menerima perkataan mereka, meskiuntuk kemaslahatan dalam hal itu. Karena kebenaran tidak pernah akanterwujud lantaran dilakukan dengan cara bathil .Hikmah diturunkannya ayat ini adalah bahwa Allah mengakuikebenaran sikap Nabi dan menyuruh agar beliau meneruskan sikapnya itu,yakniberpegang teguh pada hukum Allah, dan tidak mau diperdayai orang-orang Yahudi.Allah juga mengungkapkan bahwa kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik, yaitu membangkang dan terus-menerus dalam kekafiran.
3. Tafsir JalalainAllah menyuruh Nabi untuk memutuskan perkara hukum di antaraorang-orang berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Beliau dilarangmengikuti hawa nafsu mereka. Beliau juga harus bersikap hati-hatiterhadap mereka, agar mereka tidak menyesatkan beliau dari sebagian yangtelah diturunkan Allah kepada beliau. Jika mereka berpaling dari hukumyang diturunkan Allah dan bermaksud mengubahnya, maka Allah akanmenimpahkan azab dunia kepada mereka disebabkan dosa-dosa yangmereka perbuat, seperti sikap berpaling tadi. Allah juga akan membalassemua dosa itu di akhirat kelak. Allah tegaskan banyak di antara manusiaitu orang-orang yang fasik (pelangar agama).
4. Tafsir Ibnu KatsirRasulullah diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara ahliKitab dengan apa yang terdapat di dalam Al-Qur’an.
Beliau juga diwanti-wanti Allah untuk mewaspadai kaum yahudi yangmenjadi musuh beliau, jangan sampai mereka memperdayai beliau. Janganpernah juga tertipu mereka, karena mereka adal penipu, kafir, dan penghianat.
Jika mereka berpaling dari kebenaran yang Nabi jadikan sebagaidasar
dalam hukum, maka Allah akan menimpahkan azab kepadamerekadisebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Allah tegaskan, hal itu terjadisesuai dengan takdir dan kehendak-Nya yang bertujuan memalingkan merekadari kebenaran. Semua itu disebabkan dosa-dosa mereka di masa lalusehingga mereka menjadi sesat.






Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Putusan Pengadilan Negeri
Takalar No. 05/Pdt.G/2017/PN. Takalar. Anatara Muhammad Ali melawan Nurlina,
maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pembuktian sengketa tanah terhadap putusan nomor: 20/Pdt.G/PN.
Takalar ialah kedua belah pihak penggugat dan tergugat mengajukan saksi-
saksi dan bukti surat dalam mengungapkan fakta-fakta persidangan.
Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Ma’datuang Dg.
Talli, H. Gazali Dg. Ati, Kuntu Dg.Sunggu, dan Hawa Dg.Ngangki.
kemudian penggugat juga mengajukan bukti surat yaitu surat rincik Lompo
Kaporengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 Seluas 10 Are Atas Nama
Samsu B Peleng ( Ayah Penggugat ), surat kematian Almarhum Samsu B
Peleng (Ayah Penggugat), Surat keterangan warisan para penggugat, surat
pemberitahuan pajak terutang-pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) atas
nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah penggugat) seluas 1000 m²
sedangkan tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Basse Dg.
Kalling, Banong Dg.Jimo, Saparuddin, dan Pare Dg. Sutte. Kemudian,
tergugat juga mengajukan bukti surat yaitu Surat rincik atas nama Mannarai
B Bagenda tertanggal 15 April 1959, Surat keterangan ahli waris tertanggal
7 agustus 2016, surat pemberitahuan pajak terutang-pajak bumi dan
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bangunan (SPPT-PBB) atas nama wajib pajak Mannarai B Bagenda seluas
75 are, No. Rincik 290 C1 Kohir 8a, Putusan No. 171/Pid/2008/PN Tka,
Putusan No. 20/Pdt/2016/PN Tka, Lokasi tanah atas nama Mannarai B
Bagenda seluas 75 are, No. Rincik 290 C1 Kohir 8a, Surat keterangan jual
beli tanah atas nama Sabbang Dg. Alle, Surat keterangan jual beli tanah atas
nama Poya Dg. Kebo, dan gambar lokasi peta blok
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah menimbang,
bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970
tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
“ bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat didalam persidangan
ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti
yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga
gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”.
Menimbang, bahwa oleh karena itulah para tergugat konvensi haruslah
dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya,
sebaliknya para penggugat konvensi dipandang telah berhasil membuktikan
gugatannya. Oleh karena itulah menyangkut status kepemilikan atas dua bidang




Hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:
1. Ketika terjadi suatu perjanjian antara kedua belah pihak jangan pernah
membuat perjanjian hanya dengan secara lisan. Namun,  seharusnya di buat
surat perjanjian tertulis di setujui dan disahkan oleh pejabat setempat
kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga surat tersebut
dapat dijadikan sebagai bukti otentik dalam hal pembuktian dan
pertanggung jawaban.
2. Pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat seharusnya Pengadilan
Negeri mempunyai staf ahli khusus dalam hal mengukur luas tanah dan
melihat batas-batas obyek sengketa sehingga kedepannya putusan hakim
dapat di eksekusi.
3. Dalam hal pemeriksaan setempat seharusnya baik itu penggugat dan
tergugat sama-sama diberi hak dalam hal memberikan keterangan terhadap
batas-batas dan luas obyek sengketa sehingga dapat menimbulkan keadilan
dalam berperkara.
4. Sebaiknya Pengadilan Tingkat Tinggi membatalkan putusan dalam perkara
No.5 / PDT.G/2017/PN.TKA dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard). Karena, ada ahli waris dari
penggugat yang tidak dijadikan sebagai pihak penggugat dan pihak yang
seharusnya di jadikan tergugat adalah ahli waris Mannarai B Bagenda.
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